KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : ENDANG WIDYASWATI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI

TIRTONEGORO KLATEN

3. NHK : 163924
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/230 m2 di KOTA
SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000

2. Tanah Seluas 150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
125.000.000

3. Tanah Seluas 105 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
280.000.000

2. MOBIL, HONDA FREED / MP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp.

F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
II.HUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1IT) Rp.

2.430.000.000

380.000.000

50.000.000

351.865.486

3.211.865.486

3.211.865.486

Catatan:



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JULI PURNOMO
2. Jabatan : DIREKTUR PELAYANAN MEDIK, KEPERAWATAN, DAN PENUNJANG
3. NHK : 134168
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.950.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/363 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/300 m2 di SUKOHARJO,
HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/95 m2 di SUKOHARJO, HASIL
SENDIRI Rp. 525.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000

3. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 6.500.000

4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 6.500.000

5. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. e,
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 92.410.235
F. HARTA LAINNYA Rp. -k,

Sub Total Rp. 2.197.410.235



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. HUTANG Rp. 300.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.897.410.235
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : NI KETUT RUPINI
2. Jabatan : DIREKTUR KEUANGAN
3. NHK : 250519
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.711.250.000

1. Tanah Seluas 3590 m2 di GIANYAR, WARISAN Rp. 897.500.000

2. Tanah Seluas 2490 m2 di GIANYAR, WARISAN Rp. 622.500.000

3. Tanah Seluas 575 m2 di GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
143.750.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KOTA DENPASAR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

5. Tanah Seluas 77 m2 di TABANAN, HASIL SENDIRI Rp.
350.000.000

6. Tanah Seluas 2790 m2 di GIANYAR, WARISAN Rp. 697.500.000

7. Tanah Seluas 271 m2 di GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp.
500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 530.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3.  MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
260.500.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 33.500.000

5. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp.
225.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 169.000.000



Komisi Pemberantasan Korupsi

D. SURAT BERHARGA Rp. -

KAS DAN SETARA KAS Rp. 483.670.647

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 5.893.920.647

II.HUTANG Rp. 567.562.984

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1IT) Rp. 5.326.357.663
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : OBRIN PARULIAN
2. Jabatan : DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA, PENDIDIKAN, DAN UMUM
3. NHK : 633952
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 671.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/70 m2 di KOTA PALEMBANG
, HASIL SENDIRI Rp. 671.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 365.750.000
1. MOBIL, DAIHATSU XENIA R VVTI Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
2. MOBIL, WULING ALMAZ-15S+ T MT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 270.750.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 76.505.888

D. SURAT BERHARGA Rp. -—-=

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 206.028.954

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 1.319.284.842

II.HUTANG Rp. 158.683.879

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.160.600.963
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



K K 2020

Kamis Pomrbar antsean Korupal

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tangga! Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
L. DATA PRIBADI
1. Nama . ENDANG SUHERMAN
2. Jabatan ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK 466336
il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 445,000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/160 m2 ai KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 280.000.000

2 Tanah dan Bangunan Seluas 72 m221 mZ d BEKASI, HASIL
SENDIRI Rp. 165.000.000

B, ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp

$.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp -
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.768.733
F. HARTA LAINNYA Rp —
Sub Total Rp 455.768.733
IIL.HUTANG Rp 1.666.689
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (11l Rp. 454.102.044
Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam jembat ini merupakan dokumen yang dicetak secara olomass darl
gihkpn kpk.go. 0. Seluruh data dan Informas: yang tercantum dalam dokumen int sesual dengan LHKPN yang
diis! dan diirimkan sendirl oleh Penyelenggara Negara meltalul elhipn kpk go.id, serta tidak dapa! diadikan
casar oleh Penyelenggara Negara yang bersanghutan atau sapapun juga untuk menyatakan bahwa hana
kekayaan yang bersangkutan tidak jerkalt indak pedana. Apabila dkemudian harl terdapal hara kekayaan mik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tdak diaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wapb untuk bartanggung fawab sesual dengan peraluran perundang-undangan yang bsariaku

2.Pengumuman ini lelah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasitasi
pemenuhan kewajlban Penyelenggara Negara untuk mengumumikan harin kekayaan sesual dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tantang Penyelenggara Negara yang Barsih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3 Pengumuman inl idak memedukan tanda tangan karena dicetak secara olomatis



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . AGUS WAHYUDI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. NHK . 404445
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 130.000.000

1. Tanah Seluas 520 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 315 m2/250 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 38.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/120 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 57.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 118.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

4. MOTOR, HONDA RODA DUA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 173.295.103

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 432.695.103
II.HUTANG Rp. 23.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 409.695.103

Catatan:



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisl Pemberantasasn Korups

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyam paian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG ! EKSEKUTIF
LEMBAGA : HEMENTERIAN EESEHATAN
UNIT KERJA ! DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : ETT WIDIJAWATI
2. Jubatan ¢ ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3 NHE ;403610
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 32.000.000

1. MOTOR, HONDA EIFOZNIZM2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 12,000,000

2. MOTOR, HONDA X1HO2ZNASH1 AT Tahun 2018, HASIL SENDIR]
R, 20,000,000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Hp. 80.000.000

[, SURAT BERHARGA Rp. e

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.520.511

F. HARTA LAINNYA Rp. s

Sub Total Rp. 114.520.51 1
ITHUTANG Rp. 78.333.331
IVTOTAL HARTA KEKAYAAN (11-111) Rp. 36.187.180

Cotutun:

l.Rincian  hartn kekavaan  dolom lembar ini merupakan dokumen vang dicetak secara otomatis  dan
elhkpn. kpk.go.i8eluruh data dan informasi vang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yvang
diisi dan dikivimkan sendiri oleh Penvelenggara Negaray melilkpn, kpk godderta tidak dapat dijadikon
dasar oleh Penyelenggarn Nepara yang bersangkutan atau stapapun jugs untuk menyatakan buhwa harta
kekayaon yang bersangkutun tidnk terkuit tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdupat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara danfatau Keluargonya vang tidok dilaporkan dolaom LHEPN, maka TPenvelenggarn
Mepgurs wajib untuk bertanggung jowab sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

2, Penpgumuman ini telah ditempatkan daolam median pengumumun resmic KPK dalom ranpgka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggarn Negara untuk mengumumkan harta kebayaan sesuni dengan Undung-
Undang Nomor 28 Tahun 199 tentang Penvelengpara Negarn vang Bersih don Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme,

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tando tingun karenn dicetak secarn otomatis,



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : GAIB SRI SADHONO
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403603
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 310.000.000

1. Tanah Seluas 82 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

2. Bangunan Seluas 90 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000

3. Bangunan Seluas 57 m2 di KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
80.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.403.000

1. MOBIL, MAZDA 323 Tahun 1988, HASIL SENDIRI Rp. 15.300.000

2. MOTOR, SUZUKI SHOGUN/FD 110 Tahun 2002, HASIL SENDIRI
Rp. 2.187.000

3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 17.500.000

4. MOTOR, HONDA K1HO02N14LO A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 12.150.000

5. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

112.266.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 600.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.653.854

F. HARTA LAINNYA Rp. 17.200.000
Sub Total Rp. 501.356.854
II.HUTANG Rp. 120.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 381.356.854

Catatan:



Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : HENDRA HARMOKO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
3. NHK : 136742
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di SLEMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 46.000.000
1. MOBIL, KIA CARNIVAL MINIBUS Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp.
37.500.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005,
WARISAN Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.800.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.717.687
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 876.517.687
. HUTANG Rp. 203.898.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 672.619.687
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HERNAWATI ENDRIANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
3. NHK : 403612
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.197.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/45 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 290.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/40 m2 di KLATEN, WARISAN
Rp. 112.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/40 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 390.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/50 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 161.300.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000

2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000

3.  LAINNYA, POLIGON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
800.000

4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

18.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.400.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 112.736.769
F. HARTA LAINNYA Rp. 50.000.000

Sub Total Rp. 1.587.436.769
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1. HUTANG Rp. 443.986.804
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.143.449.965
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . HIDAYAT MANGESTIAJI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI ANGGARAN
3. NHK . 408202
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/39 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 325.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 43.000.000
1. MOTOR, HONDA SPD MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU CHARADE G102RS Tahun 1991, HASIL
SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—-=

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 5.000.000

Sub Total Rp. 402.800.000

II.HUTANG Rp. 344.750.231

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 58.049.769
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JESSINGER SUKMA MEGA
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 276429
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. ===
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 42.438.188
F. HARTA LAINNYA Rp. 17.573.980
Sub Total Rp. 99.262.168
II.HUTANG Rp. 17.500.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 81.762.168
Catatan:
1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen vyang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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FENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
{Tengoal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EMSEXUTIF
LEMBAGA  MEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA ¢ DIREKTORAT JEMDERAL PELAYANAN KESEHATAN
1. DATA PREBADI
1. Kama + DSUMLEATE
2. Jabatan KEPALA SEHEIPELAYANAN PENLUNJANG MEDIK
S S40005
Il DATA HARTA
A TANAH DAN BANGUNAN Rp.

i, Tanah Seluas 146 me di MADILN, WARISAN Rp. 18.000.000
B ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
i, MOBIL, SUSUKI KARIMUN WAGON R Tahum 2035, HASE
SENDIRI Rp. 40000, 000
20 MOTOR, HONDA VARIG Tehin ‘2010, HASSL. SEMDIRI ‘Ap
5 000 000
1 MOTOR, HOWDA PCX Tahe S018; HASIL SENDIRI Rp
207 04080 480N
4 WOTOR, HONDS SCOO0FY Tahin 2048, HASIL SEMDIRI Rp.
4,000 000
£ KAOEIL, SUZUW| SEDAN BALEND Tahun 2008 HASIL SENDIRI
Rp; 6 000,008
C. HARTA BERGERAK LAINNYEA
SURAT HERHARGA
E. KAZ DAN SETARA KAS
F. HARTA LAINNYA
Sub Teal
1L HUTANG
INTOTAL HARTA KERAYAAN (1)

Rp.

Ri.
R
Rp.
Rp.
Rp.
Hp.
Rp.

10. 000000

115.000.000

4.000.000

13.000.000

150.000.000

247.000.000
447.000.000

Calntan:
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . DWIRINI ANGGARSARI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
3. NHK : 400541
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 370.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/60 m2 di KLATEN, WARISAN
Rp. 370.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 610.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.400.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000

2. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 6.700.000

3. MOTOR, HONDA NCIIB3C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

4.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.770.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 96.325.437

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.568.495.437
II.HUTANG Rp. 180.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.388.495.437

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

. DATA PRIBADI
1. Nama - JUNIARSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN KEPERAWATAN
3. NHK 230226

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah Seluas 195 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
130.000.000
2.  Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/123 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 7.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 12.500.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000
5. MOBIL, TOYATA YARIS 1.5 G CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 220.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.
Sub Total Rp.
II.HUTANG Rp.
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp.

Rp.

230.000.000

346.500.000

131.300.000

707.800.000

707.800.000

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : KASINO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN DAN MOBILISASI DANA
3. NHK : 403605
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 615.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/108 m2 di KLATEN,
WARISAN Rp. 146.000.000

2. Tanah Seluas 1905 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
81.000.000

3. Tanah Seluas 84 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000

4. Tanah Seluas 84 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 91.000.000

5. Tanah Seluas 160 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
180.000.000

6. Tanah Seluas 205 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp.
114.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.444.500

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 240.741.239

F. HARTA LAINNYA Rp. =<--
Sub Total Rp. 1.027.185.739

. HUTANG Rp. 50.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 977.185.739

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . KEMALUDIN
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN UMUM
3. NHK : 158696
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 900.000.000

mm o 0

1. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/75 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/75 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 216.900.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 150.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 9.000.000

3. LAINNYA, POLIGON YUNIOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
400.000

4. LAINNYA, SEPEDA POLYGON SEPEDA ANAK Tahun 2015,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000

5. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 36.500.000

6. MOTOR, SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 20.600.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 56.500.000
SURAT BERHARGA Rp. =2
KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.585.577
HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 1.248.985.577

II.HUTANG Rp. 370.000.000
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IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 878.985.577

Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

.Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : MOHAMAD ARIS MAHFUD
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN
KEPERAWATAN
3. NHK © 261172
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.040.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 147 m2/147 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 1.040.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 84.880.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA MINIBUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 71.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI

Rp. 6.880.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 9.250.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.594.166
F. HARTA LAINNYA Rp. 1.000.000
Sub Total Rp. 1.149.224.166
II.HUTANG Rp. 120.180.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.029.044.166

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SUB UNIT KERJA © RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DATA PRIBADI

1. Nama : NUNING WIDARTANTI

2. Jabatan . KEPALA SEKSI MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN MEDIK

3. NHK : 474513

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/100 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 260.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000
1. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 91.250.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 153.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ----
Sub Total Rp. 521.250.000
II.HUTANG Rp. 150.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-1II) Rp. 371.250.000

Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 10 Februari 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : PRATAMI KUSWIDYASTUTI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI KEUANGAN
3. NHK : 718809
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 322.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/36 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 90 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 122.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.800.000
1. MOTOR, YAMAHA 54P CASTWHEEL AT Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 2.800.000
2. MOTOR, YAMAHA PA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

4.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -—--
D. SURAT BERHARGA Rp. -—as
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 180.076.419
F. HARTA LAINNYA Rp. 55.000.000
Sub Total Rp. 571.876.419
. HUTANG Rp. 3.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 568.876.419
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : RETNO DYAH PARWITASARI
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403611
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.075.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/276 m2 di KOTA
SURAKARTA , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/129 m2 di KOTA
YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/65 m2 di SLEMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 12.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2012, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 91.714.965

F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 3.309.214.965

. HUTANG Rp. 174.169.240
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.135.045.725

Catatan:
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : ROHMIYATI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
3. NHK : 158281
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 659.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/36 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 595 m2/165 m2 di KLATEN, HIBAH
DENGAN AKTA Rp. 559.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 16.250.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 3.250.000
2. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

13.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.251.525
F. HARTA LAINNYA Rp. 23.535.000
Sub Total Rp. 728.036.525
. HUTANG Rp. 43.333.334
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 684.703.191
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . ROPINGAH APRILIANA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 405390
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.443.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 405 m2/390 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/114 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 175.000.000

3.  Tanah dan Bangunan Seluas 92 m2/92 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 650.000.000

4. Tanah Seluas 172 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 125.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
8.000.000

4. MOTOR, YAMAHA NMAX155 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. e

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 46.167.056

F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000
Sub Total Rp. 1.634.167.056

. HUTANG Rp. 317.800.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.316.367.056

Catatan:
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA . KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SAMSUDIN
2. Jabatan : ANGGOTA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
3. NHK : 403602
. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/100 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 550.000.000

2. Tanah Seluas 851 m2 di GUNUNG KIDUL, WARISAN Rp.
150.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/84 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOTOR, HONDA E 1 FO2N11M2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

2. MOTOR, HONDA ATI1I21B01 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000

3.  MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.

90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -2

D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 18.762.621

F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 1.333.762.621

. HUTANG Rp. 213.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.120.762.621

Catatan:
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . SRI SUPARTI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENUNJANG
3. NHK . 272433
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 920.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/150 m2 di KLATEN, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 475.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/130 m2 di KLATEN, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 270.000.000

3. Tanah Seluas 170 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp.
175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 98.400.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI
Rp. 1.900.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000

3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.540.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 135.466.630

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.185.406.630
II.HUTANG Rp. 18.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.167.406.630

Catatan:



KPK 2020 £

Komisi Pemberantasan Korupsi =

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SRIYONO
2. Jabatan . KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 231976
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 570.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 417 m2/417 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 270.000.000

2.  Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/70 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 160.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/125 m2 di KLATEN,
WARISAN Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.600.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
95.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 16.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 11.000.000

4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 15.600.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -—--

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 11.645.709

F. HARTA LAINNYA Rp. -=s=
Sub Total Rp. 723.045.709
II.HUTANG Rp. 100.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 623.045.709

Catatan:



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . Sulastri
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
3. NHK . 226452
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 170.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m2/229 m2 di KLATEN,

WARISAN Rp. 170.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 104.500.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 9.500.000

2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000

4.  MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 65.000.000

5. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 20.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.335.840

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 277.235.840
II.HUTANG Rp. 341.177.283
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -63.941.443

Catatan:
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama . SUMPERI ANTONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI
3. NHK 230348
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 274.250.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

2. Tanah Seluas 297 m2 di KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp.
74.250.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 55.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125D Tahun 2007, WARISAN Rp.
5.500.000

3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000

4.  MOTOR, HONDA REVO Tahun 2015, HADIAH Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.346.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -2

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 150.806.346

F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 517.902.346

. HUTANG Rp. 166.329.954
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 351.572.392

Catatan:



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SUYATNO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN BARANG MILIK NEGARA
3. NHK . 261207
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 255.000.000

1. Tanah Seluas 165 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 178.500.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 5.000.000

2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 8.000.000

3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000

4. MOBIL, TOYOTA CALYA CALYA (1,2G M/T) Tahun 2020, HASIL
SENDIRI Rp. 146.500.000

5. MOTOR, YAMAHA FIXION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.

10.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 21.180.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -==-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.292.742
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 508.972.742
. HUTANG Rp. 202.785.700
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 306.187.042
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id.



Komisi Pemberantasan Korupsi

Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan
sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara
Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk
bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
I. DATA PRIBADI
1. Nama . WIDADA
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK . 241631
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 391.953.750

1. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/225 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 209.770.000

2. Tanah Seluas 353 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 41.065.000

3. Tanah Seluas 1665 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp.
141.118.750

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 323.900.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000

2. MOBIL, TOYOTA AGYA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 70.000.000

3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS R MANUAL Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 166.400.000

4. MOTOR, YAMAHA R 15 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

5. MOTOR, YAMAHA LEXY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

6. MOTOR, YAMAHA X MAX BG6AT Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.350.000
D. SURAT BERHARGA Rp. .l
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 76.854.587
F. HARTA LAINNYA Rp. e

Sub Total Rp. 803.058.337



Komisi Pemberantasan Korupsi

II.HUTANG Rp. 13.892.200
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 789.166.137
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Desember 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SUB UNIT KERJA © RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : WIDIATMONO WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN PROGRAM
3. NHK : 780930
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 480.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 138.500.000
1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
85.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MT25 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
28.500.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HIBAH TANPA AKTA Rp.

25.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -
D. SURAT BERHARGA Rp. =-=-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.164.813
F. HARTA LAINNYA Rp. -=d
Sub Total Rp. 623.664.813
. HUTANG Rp. 409.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 214.664.813
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 29 Desember
2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Oktober 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SUB UNIT KERJA © RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : BAMBANG TRIYONO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA MANUSIA
3. NHK : 766300
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.441.000.000

1. Tanah Seluas 362 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 80.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 512 m2/350 m2 di SLEMAN,
WARISAN Rp. 500.000.000

3. Tanah Seluas 3460 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 692.000.000

4. Tanah Seluas 845 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 169.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 109.000.000

1. MOBIL, NISSAN MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000

2. MOTOR, HONDA SPD MOTOR SOLO Tahun 2006, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000

3. MOTOR, HONDA SPM/SEPEDA MOTOR Tahun 2011, LAINNYA

Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -2

D. SURAT BERHARGA Rp. 83.161.346

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 76.556.799

F. HARTA LAINNYA Rp. e
Sub Total Rp. 1.709.718.145

. HUTANG Rp. 100.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.609.718.145

Catatan:
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Komisi Pemberantasan Korupsi

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 27 November
2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Oktober 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SUB UNIT KERJA © RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

I. DATA PRIBADI
1. Nama : AGUS SUHARTO
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
3. NHK : 765483
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah Seluas 1189 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp.
400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 113.000.000
1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. =-=-
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. 20.000.000
Sub Total Rp. 907.000.000
II.HUTANG Rp. 70.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 837.000.000

Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Komisi Pemberantasan Korupsi

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 23 November
2020.

4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Desember 2020/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA . DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

SUB UNIT KERJA © RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DATA PRIBADI

1. Nama : NUR ROHMAN FAHRUROZI

2. Jabatan : BENDAHARA

3. NHK 1 781278

DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 TECHNO 125 Tahun 2014,
WARISAN Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 9.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 47.644.720

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 66.644.720

IHI.HUTANG Rp. -e--

IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 66.644.720
Catatan:

1.

3.
4.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 Januari 2021.
Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Kamisl Pemberantasan Korugsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun; 20 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG . EXSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNITKERJA : DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
. DATA PRIBADI
1. Nama : SRI BUDI UTAMI
2. Jabatan : BENDAHARA
3, NHK : 403616
1L DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 350.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m2/150 m2 di KLATEN, HASIL
SENDIRI Rp. 350.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 56.000.000
1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12,000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI
Rp. 13,000,000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
16.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
SURAT BERHARGA Rp.
KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.803 003
Rp
Rp

mm o o

HARTA LAINNYA
Sub Total 423.803.003

M. HUTANG Rp. 77.500.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (11-111) Rp. 346.303.003

Catatan:

Kamisl Pemberantasan Korugs/

1.Rincian harta kekaysan dalam lembar inl merupakan dokumen yang dicetak secara ctomatis dari
elipn kpkgo idSeuryh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesual dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalgihipn kpk go idserta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersanghkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harts
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana, Apabila dikemudian hari tesdapat harta kekayaan milik



